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PEMERIKSAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI KOTA 

PADANG 

 

ABSTRAK 

 

Bea Perolehan HakAtas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak perolehan hak atas 

tanah dan bangunan yang ditetapkanmenjadipajakdaerahberdasarkanUndang-UndangNomor 

28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah. SetiapPemerintah Daerah 

diharuskanmenetapkanPeraturan Daerah dalampemungutan BPHTB.Pemungutan BPHTB di 

Kota Padang berdasarkanPeraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea 

PerolehanHakAtas Tanah danBangunandanPeraturanWalikotaNomor 13 Tahun 2011 

tentangSistemdanProsedurPemungutan Bea PerolehanHakAtas Tanah danBangunan. Namun 

dalam pelaksaannya belum sepenuhnya dilakukan dengan Self Assessment System 

berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. 

Tujuanpenelitianinidilakukanuntukmengetahuibagaimanapelaksanaanpemeriksaan BPHTB di 

Kota Padang, untukmengetahuiakibat hukum terhadaphasilpemeriksaaan BPHTB di Kota 

Padang dan untukmengetahuihambatandarikegiatanpemeriksaan dalam menentukanBPHTB 

terutang di Kota Padang Bangunan yangtidaksesuaidengankeadaan yang sebenarnya di 

KotaPadang.Penelitianinibersifatdeskriptifanalisis, jenispenelitian yang 

digunakanadalahMetodePendekatanYuridisEmpiris, 

sementarauntukmendukungpenelitiandilakukanwawancaradengan menggunakan metode semi 

terstrukturmasalahpenelitiankepadastaf Dinas Pendapatan Daerah, staf Badan Pertanahan 

Nasional Kota Padang, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), danWajib Pajak. 

Bahanutamadaripenelitianiniadalah Data Primer yang 

diperolehsecaralangsungdarisumberpertama, yaitu dengan melakukan wawancara di Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Padang, Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, Notaris/Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT), Data Sekunderdaribahan hokum primer, 

sekunderdantertierdenganmenggunakananalisa data 

kualitatifsertadisajikandalambentukdeskriptif.Hasilpenelitianinimenunjukkanbahwapelaksana

anpemeriksaan BPHTB Kota Padang tidaksesuaidenganPeraturanWalikotaNomor 13 Tahun 

2011, karenatidakdilaksanakannyaSelf Assessment Systemdalampemungutan BPHTB.Tidak 

ada akibat hukum terhadap hasil pemeriksaan BPHTB yang tidak sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya di Kota Padang. Hambatan dari kegiatan pemeriksaan untuk menentukan 

BPHTB terutang di Kota Padang, sumber daya manusia, nilai transaksi dan harga pasar yang 

tidak sesuai, kurang sosialisasi, efisiensi waktu. Berdasarkanhasilpenelitiantersebut saran 

yang dapatdiberikanantara lain Pelaksanaan kewajiban pemeriksaan BPHTB agar 

dipermudah sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2011, hargapasar 

agar ditetapkandengansuratketetapan, dansegalapihak yang terkaitdapatbekerjasama demi 

meingkatkanPendapatanAsli Daerah Kota Padang. 

 

 

Kata Kunci : BPHTB, verifikasi,danjualbeli. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EXAMINATION BEA ACQUISITION OF LAND AND BUILDING IN TRANSITION 

OF LAND THROUGHBUY AND SELL IN PADANG 

 

ABSTRACT 

 

 

Tax on Acquisition of Land and Building (BPHTB) is a tax acquisition of land and buildings 

set into the local tax based on Law Number 28 of 2009 about Local Taxes and Levies. Every 

Regional Government must to establish a Local Regulation in voting BPHTB. Harvest 

BPHTB in Padang city based on Regional Regulation No. 1 Year 2011 about Tax on 

Acquisition of Land and Buildings and Mayor Regulation No. 13 Year 2011 on Voting 

Systems and Procedures Tax on Acquisition of Land and Buildings. However, in practice has 

not completely done with Self Assessment System based on the Law applies. The purpose of 

this study conducted to know how implementation of the inspection BPHTB in Padang city, 

to know the legal consequences of the examination results BPHTB in Padang city and to 

know the resistance of the examination in determining BPHTB payable in Padang City 

Buildings which is not in accordance with the actual situation in the city of Padang. This 

research is descriptive fanalisis, the type of study is a method of Juridical Empirical 

Approach, while supporting research interviews were conducted using a semi-structured 

research problem to the staff of the Department of Revenue, the staff of the National Land 

Agency of Padang, Notary / Land Deed Official (PPAT), and the taxpayer. The main 

ingredient of this study are primary data obtained directly from the first source, that is by 

doing interviews in Padang Local Revenue Service, the National Land Agency of Padang, 

Notary / Land Deed Official (PPAT). Secondary data from the primary legal materials, 

secondary and spread using qualitative data analysis and presented in descriptive form. The 

results of this study indicate that implementation of the inspection BPHTB Padang City 

Mayor was not in accordance with Regulation No. 13 of 2011, because non-realization of the 

Self Assessment System in voting BPHTB. There are no legal consequences to BPHTB 

examination results that do not fit the actual situation in the city of Padang. Obstacle from the 

examination to determine BPHTB payable in Padang, human resources, the transaction value 

and market prices that do not fit, lack of socialization, time efficiency. Based on these results 

the advice can be given, among others Implementation BPHTB so easy inspection obligations 

according to Padang Mayor Regulation No. 13 of 2011, market prices that are set by decree, 

and all relevant parties to work together in order to improve the original income of Padang. 

 

Keywords: BPHTB, verification, and buying and selling. 

 


